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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR ,3 TAHUN 2019 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang 
merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam 
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya 
melalui pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 
serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian 
atas peralatan pemadam kebakaran, maka perlu ditetapkan 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propins.i Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai.mana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157) ; 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2016 Nomor J 18), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan $usu.nan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 

Menetapkan 

BVPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN 
ALAT PEMADAM KEBAKARAN 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintaban daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, keca.matan, dan kelurahan. 

5. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Rejang Lebong sebagai pengelola Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 

7 . Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha rnaupun y.ang tidak rnelakukan usaba yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Jainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah [BUMD) dengan 
nama dan dal.am bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaba dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

JI. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerab untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

13. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas 
pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam 
kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh pribadi atau badan. 

14. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan 
dan/atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam 
kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi baik. 

15. Peralatan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran adalah 
alat/benda yang digunakan dal.a:m upaya pencegahan dan 
pemadaman kebakaran yang meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, 
alat pemadam api ringan (APAR), sistem pemadam api basis air seperti 
hidran dan sprinkler. 

16. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat 
pemadam yang mudah dijinjing, digunakan secara manual pada saat 
kebakaran masih pada tahap awal, yang terbuat dari bahan kimia seperti 
karbon dioksida, bubuk kimia kering (dry chemicaQ, dan busa (foam) . 
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17. Tabung busa adalah alat pemadam kebakaran untuk bcnda padat (misalnya : 
kayu, kertas, spon, karet, besi/logam dan sebagainya). 

18. Tabung serbuk (dry powder) adalah alat pemadam kebakaran untuk benda 
padat, benda cair (misalnya : minyak tanah, oli, solar, premium, minyak 
goreng, a lkohol, spirtus, thiner cat dan sebagainya), alat listrik (misalnya : 
panel listrik, sekering, motor penggerak/dynamo) dan bahan kimia. 

19. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan tcrjadinya 
kebakaran tingkat awal yang mencakup a larm kebakaran manual dan/atau 
alarm kebakaran otomatis. 

20. Hidran adalah alat pemadam dengan media air, digunakan secara manual, 
yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pancar (nozzle) 
untukmengalirkan air bertekanan dalam rangka pemadaman kebakaran. 

21. Pemercik (sprinkler) adalah alat pemadam media air untuk pemadaman 
kebakaran yang beroperasi secara otomatis dengan kepala sprinkler terdiri 
atas tabung isi air, mulut pancar yang pada ujungnya terdapat detektor 
sehingga dihasilkan pancaran air bertekanan merata ke semua arah. 

22. Alat deteksi kebakaran adalah alat penanggulangan kebakaran berupa alat 
deteksi yaitu detektor asap, api, panas yang ada pada hotel, bioskop, pasar 
swalayan, rumah sakit, industri , pergudangan, perkantoran, bank dan 
sebagainya. 

23. Fire damper adalah alat untuk menutup a tau memblokir Ju bang ventilasi pada 
pendingin atau pemanas ruangan sehingga jika sewaktu - waktu terjadi 
kebakaran, fire damper ini bisa difungsikan sebagai penutup agar api tidak 
menyebar keseluruh ruangan. 

24. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi mendeteksi secara dini 
kebakaran, agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih 
besar. 

25. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu 
ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan 
menggunakan bah an pemadam jenis busa dan/ jenis kimia kering. 

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah. 

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksan,akan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
daerah. 

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

30. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi. 

31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik uintuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa 
oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan 
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa 
yang dimiliki dan/ a tau dipergunakan oleh masyarakat. 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pcmadam Kebakaran adalah orang pribadi 
atau Sadan yang memperoleh/memanfaatkan pelayanan pemeriksaan 
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

BAB III 
GOLONGAN RETRlBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Umum. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran, diukur berdasarkan jenis, volume, frekuensi dan jumlah alat pemadam 
kebakaran yang diperiksa atau diuji. 

BABV 
PRINSJP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan yang 
bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek 
k~ad1lan, dan efektivitas pengendalian pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

(2) B1aya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan 
pemebharaan, biaya bunga dan biaya modal. 
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BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARlF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Aiat Pemadam Kebakaran, 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. APAR jenis busa, super busa dan sejenis Iainnya : 

1. isi sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 30.000,-/tabung/kali; 

2 . isi Iebih dari 25 liter sebesar Rp. 40.000,-/tabung/kali; 
3 . ukuran > 10 kg s/d 40 kg sebesar Rp. 30.000,-. 

b. APAR jenis dry powder (serbuk), CO2, halotron dan sejenis Iainnya : 

1. berat sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 20.000,-/tabung/kali; 

2. berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 35.000,
/tabung/kali; 

3. berat Iebih daii 20 kg sebesar Rp. 50.000,-/tabung/kali. 

c. hidran kebakaran Rp. 30.000,- /titik/kali. 
d . hi.dran box Rp 25.000,- / titik/kali. 
e. alat deteksi kebakaran/ Sprikler Rp. 25. 000,-/titik/kali. 
f. mesin sedot air jinjing (fortable) Rp. 50.000,- per unit 
g. pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan 

dengan tingkat kerawanan bahaya kebakaran yang tinggi ditetapkan 
sebesar Rp. 150.000,-/paket/kali. 

h. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran sebesar Rp. 500.000,/ 
kali. 

i. penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi 
proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran 
pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan 
gedung: 
I. hidran kebakaran minimal 2 (dua) titik sebesar Rp. 25.000,-per titik. 
2. pemercik sebesar Rp. 5.000,- per titik. 
3. alarm kebakaran : 

a) otomatis sebesar Rp. 500,- per m2; 
b) manual sebesar Rp. J.0.000,- per trlk. 

4. fire dampaer : 
a) dengan motor sebesar Rp. 15.000,- per buah; 
b) sambungan lebur sebesar Rp. 25.000,- per buab. 

5. kipas angin bertekanan : 
a) sampai dengan 7.000 cfm sebesar Rp. 20.000,-per buah; 
b) di atas 7.000 - 10.000 cfm sebesar Rp. 60.000,-per buab. 

6. instalasi pemadam khusus sebesar Rp. 1.000,- per m2. 
7. instalasi lain di luar ketentuan angka I sampai dengan angka 6 

berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang sebesar Rp. 3.000,- pe; 
buah. 

8. pemeriksaan gambar fisik: 
a) sampai dengan 2.000 m2 sebesar Rp 100,-per m2; 
b) 2001 s.d 5000 m2 sebesar Rp. 60,- per m2; 
c) 5001 s.d 10.000 m2 sebesar Rp. 45,- per m2; 
d) 10.001 s.d 20.000 m2 sebesar Rp. 35,- per m2; 
e) 20.001 s.d 40.001 m2 sebesar Rp. 30,- perrn2; 
t) di bawah 40.001 m2 sebesar Rp. 25,- per m2. 

6 



9. bangunan yang menangani bahan berbahaya : 
2 a) ancaman bahaya ringan sebesar Rp. 1.500,- perm ; 

b) ancaman bahaya sedang sebesar Rp. 2.000,- per m2 ; 

c) ancaman bahaya tinggi sebesar Rp. 2.500,- per m2 . 

10. pemasangan tanda bahaya: 
a) pemasangan labeling pada kemasan sebesar Rp. 1.500,- per 

kemasan; 
b) pemasangan tanda bahaya pada bangunan/gedung sebesar 

Rp. 60.000,- per buah. 
n 1. pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran di luar 

APAR: 
a) pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel sebesar Rp 

50.000,- per tipe; 
b) pompa kebakaran dengan penggerak listrik sebesar Rp 45.000,- per 

tipe; 
c) pintu tahan api berikut perlengkapannya sebesar Rp 40.000,- per 

tipe; 
d) alat penahan api : 

1) sambungan lebur sebesar Rp. 5.000,- per tipe; 
2) motorized sebesar Rp. 25.000,- per tipe. 

e) alat pengindra (detektor) 
1) pengindra panas sebesar Rp. 20.000,- per tipe; 
2) pengindra asap sebesar Rp. 25.000,- per tipe; 
3) pengindra nyala sebesar Rp. 30.000,- per tipe. 

f) kepala pemercik sebesar Rp. 25.000,- per tipe. 
(2) Penerimaan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas 
daerah. 

(3) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tabun sekali, dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam 
kebakaran yang diberikan dalam wilayah Daerah. 

BAB VIII 
MASA RETR1BUSf 

Pasal 10 

Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun atau jangka waktu tertentu 
bagi Wajib Retribusi untuk memperoleh/memanfaatkan pelayanan pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran. 

( 1) 

BAB IX 
TATA CARA PEMlJNGUTAN 

Pasal 11 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu Jangganan. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABX 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. . . 
(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus d1lunas1 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan 

tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 13 

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal 

tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) ha ri setelah tanggal Surat Teguran, wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas. 

BABXll 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 14 

Dalam ha] Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB Xlll 
KEBERATAN 

Pasal 15 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus d_iaju~an dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal_ SKRD d1terb1tkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 
~enunJukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
d1 luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
suatu _keadaan yang terj~di di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Re~busi. 

(5) PengaJuan keberatan t1dak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 
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Pasal 16 

(1) Bupati dal~ j~gka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan d1tenma harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka wak.tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 17 

(I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BABXlV 
PENGEMBALIAN KELEBlHAN PEMBAYARAN 

Pasal 18 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian 
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 
dalamjangka waktu paling lama 1 [satu) bulan. 

(4) ApabiJa Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebiban 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 19 

(1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. nama dan ala.mat Wajib Retribusi; 
b. masa Retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; 
d. alasan yang singkat danjelas. 
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BAB XVII 
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 23 

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

(2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai 
tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah atau urusan 
pemerintahan bidang pendapatan untuk melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

(3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XVIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 24 

(1) Dinas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pemungutan Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling 
tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai t:ata cara pemberian dan pemanfaatan 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XIX 
KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI 

Pasal 25 

(1) Bupati menetapkan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pengelola Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perubahan pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya 
dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XX 
PEMANFAATAN 

Pasal 26 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) K~tentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
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BABXXI 
LARANGAN 

Pasal 27 

Setiap pejabat dan/atau Dinas dilarang melakukan pungutan atas pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran selain dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

BAB X.Xll 
PENYID!KAN 

Pasal 28 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Jingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang benvenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagairn.ana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. m emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersang)<a atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peoyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

12 



 

., 

BAB XXIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 29 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan a tau denda paling banyak 3 (tiga) 
kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara. 

BAB XXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal / /:lober- 2019 

SDAERAH 
ANG LEBONG, 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal / O/c'leJtif!.r 2019 

LEBONG, 

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /'(3 

NOREG PERATURAN DAERAH 
BENGKULU: (3/5{J/JOl3) KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! 
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